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Kejaksaan dalam menegakkéri' eadila idang penuntutan harus memiliki

mekanisme atau prosedur yang sesuai dengan aturan birokrasi korps Kejaksaan.

Maka dari itu Kejaksaan harus memiliki prosedur penanganan agar kegiatan tersebut




berjalan secara berurut dan tersusun guna menjamin penaganan secara seragam
terhadap kegiatan yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus.

Prosedur sendiri adalah tata cara dalam melakukan pekerjaan yang telah
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Perkara,

au -pengalihan jenis

penahanan, Pembantaran penahanan, Praperadilan, Penggabungan dan Pemisahan
Perkara, Permohonan Penitipan atau Pinjam Pakai Benda Sitaan atau Barang

Bukti oleh Tersangka atau Terdakwa atau Pihak Ketiga Berkepentingan, Penitipan




Benda Sitaan atau Barang Bukti, Penyitaan, Penghentian Penuntutan,
Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum, Pemeriksaan Tambahan,

serta Penyusunan Surat Dakwaan.

2. Diperlukan adanya koord.inasi dengan menjalin komunikasi yang baik,

membina komunikas yang positif serta melakukan diskusi untuk membahas




kasus yang tengah ditangani. Agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan
ke tahap penuntutan di pengadilan.
3. Terhadap tindak pidana yang lebih dari satu tempat dapat dilakukan dengan

mem|I| V(ﬁﬁqﬂaw Rwﬁ %as tindak pidana
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ala terhadap "berkas yan

mendokumentasikan ba.rang bukti perti menfoto dan melampirkan

dalam berkas perkara atau memberikan sampel dari barang bukti tersebut.




